RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, sehingga menyebabkan penggeseran
antar kegiatan dan jenis belanja, serta keadaan yang
menyebabkan Sisa Lebih pada Tahun Anggaran
sebelumnya yang harus digunakan untuk pembiayaan
dalam Tahun Anggaran 2020, maka perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 Ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42 );
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4955);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah



22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4093);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006
Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun



Menetapkan

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Purbalingga

(Lembaran Daerah

Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020 semula berjumlah Rp2.104.113.319.000,00 berkurang

sejumlah

Rp99.043.191.000,00

sehingga menjadi

Rp2.005.070.128.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

1.

Pendapatan

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah pendapatan

setelah perubahan

. Belanja

a. Semula

b. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja setelah
perubahan

Defisit setelah Perubahan

. Pembiayaan

a. Penerimaan

Rp
Rp

2.042.708.319.000,00
(167.631.952.000,00)

Rp

Rp
Rp

1.875.076.367.000,00

2.095.813.319.000,00
(99.043.191.000,00)

Rp
Rp

1.996.770.128.000,00
(121.693.761.000,00)



61.405.000.000,00
68.588.761.000,00

129.993.761.000,00

8.300.000.000,00
0,00

1) Semula Rp
2) Bertambah (berkurang) Rp
Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp
b. Pengeluaran
1) Semula Rp
2) Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah pengeluaran
setelah Perubahan Rp
Jumlah pembiayaan netto
setelah perubahan Rp
Sisa lebih pembiayaan Anggaran
setelah perubahan Rp
Pasal 2

8.300.000.000,00

121.693.761.000,00

0,00

. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Rp
Rp

284.009.239.000,00
(27.542.924.000,00)

Jumlah pendapatan asli daerah

setelah perubahan
b. Dana Perimbangan
1) Semula
2) Bertambah /(berkurang)
Jumlah dana perimbangan

setelah perubahan

Rp

Rp
Rp

256.466.315.000,00

1.274.999.202.000,00
(127.937.792.000,00)

Rp

1.147.061.410.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula

2) Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan yang

sah setelah perubahan

Rp
Rp

483.699.878.000,00
(12.151.236.000,00)

Rp

471.548.642.000,00

. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak daerah
1) Semula

2) Bertambah /(berkurang)

Rp
Rp

55.995.000.000,00
(6.250.000.000,00)




Jumlah pajak daerah setelah

Perubahan Rp 49.745.000.000,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp 13.381.574.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp (3.339.804.000,00)
Jumlah retribusi daerah
setelah perubahan Rp 10.041.770.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp 22.279.897.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (598.454.000,00)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp 21.681.443.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1) Semula Rp 192.352.768.000,00
2) Berkurang/(berkurang) Rp (17.354.666.000,00)

Jumlah Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah
setelah perubahan Rp 174.998.102.000,00
. Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
a. Dana bagi hasil
1) Semula Rp 25.572.950.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.442.566.000,00

Jumlah dana bagi hasil

setelah perubahan Rp 27.015.516.000,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 934.782.107.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (86.829.889.000,00)
Jumlah dana alokasi umum
setelah perubahan Rp 847.952.218.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp 314.644.145.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (42.550.469.000,00)

Jumlah Dana alokasi khusus

setelah perubahan Rp 272.093.676.000,00



4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.

Hibah
1) Semula Rp 88.830.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.363.900.000,00
Jumlah pendapatan hibah
setelah perubahan Rp 100.194.300.000,00
. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi
1) Semula Rp 112.992.776.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (21.250.000.000,00)
Jumlah dana bagi hasil pajak Rp 91.742.776.000,00
. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
1) Semula Rp 33.780.730.000,00
2) Berkurang/(berkurang) Rp (3.102.136.000,00)

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi

khusus setelah perubahan Rp 30.678.594.000,00

. Bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya
1) Semula Rp 0,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 837.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari

Propinsi atau dari Pemerintah daerah

lainnya setelah perubahan Rp 837.000.000,00
. Pendapatan lainnya
1) Semula Rp 248.095.972.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pendapatan Lainnya
setelah perubahan Rp 248.095.972.000,00
Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari :

a.

Belanja Tidak Langsung
1) Semula Rp 1.281.187.859.000,00



2) Bertambah/(berkurang) Rp (7.893.802.000,00)

Jumlah belanja tidak langsung

setelah perubahan Rp 1.273.294.057.000,00
b. Belanja Langsung
1) Semula Rp 814.625.460.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (91.149.389.000,00)
Jumlah belanja langsung
setelah perubahan Rp 723.476.071.000,00

. Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 794.513.894.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (23.238.609.000,00)
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp 771.275.285.000,00
b. Belanja Subsidi
1) Semula Rp 500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.500.000.000,00
Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp 3.000.000.000,00
c. Belanja Hibah
1) Semula Rp 77.568.353.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 2.289.000.000,00
Jumlah belanja hibah
setelah perubahan Rp 79.857.353.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp 20.759.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp (11.682.500.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial

setelah perubahan Rp 9.076.500.000,00

e. Belanja bagi hasil kepada Pemerintahan Desa
1) Semula Rp 6.937.738.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp 6.937.738.000,00



f. Belanja Bantuan Keuangan

379.908.874.000,00
10.586.949.000,00

1) Semula Rp
2) Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp
g. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp
2) Bertambah/(berkurang) Rp

390.495.823.000,00

1.000.000.000,00
11.651.358.000,00

Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp

12.651.358.000,00

. Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

57.335.521.000,00
(6.360.811.500,00)

50.974.709.500,00

515.949.380.000,00
17.142.111.750,00

533.091.491.750,00

241.340.559.000,00
(101.930.689.250,00)

1) Semula Rp
2) Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah belanja pegawai
setelah perubahan Rp
b. Belanja Barang/Jasa
1) Semula Rp
2) Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah belanja bunga
setelah perubahan Rp
c. Belanja Modal
1) Semula Rp
2) Bertambah /(berkurang) Rp
Jumlah belanja subsidi
setelah perubahan Rp
Pasal 4

139.409.869.750,00

. Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri

dari:
a. Penerimaan

1) Semula Rp

61.405.000.000,00
68.588.761.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp
Jumlah penerimaan
setelah perubahan Rp

b. Pengeluaran

129.993.761.000,00



1) Semula Rp 8.300.000.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pengeluaran
setelah perubahan Rp 8.300.000.000,00
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis penerimaan pembiayaan :
c. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
1) Semula Rp 61.405.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 68.588.761.000,00

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya
setelah perubahan Rp 129.993.761.000,00
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis pengeluaran pembiayaan :
d. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1) Semula Rp 8.300.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah penyertaan modal

(investasi) pemerintah daerah

setelah perubahan Rp 8.300.000.000,00

Pasal 5
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan,

Belanja, dan Pembiayaan,;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program dan Kegiatan ;



(1)

(2)

5. Lampiran V

6. Lampiran VI

7. Lampiran VII

8. Lampiran VIII

9. Lampiran IX

10. Lampiran X

11. Lampiran XI

12. Lampiran XII

13. Lampiran XIII

Dalam keadaan

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per

Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan

Pengurangan Aset Lain-lain;

Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran
Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan

Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran

ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan

pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya

disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :



a.bukan merupakan kegiatan normal dan aktivitas pemerintah
daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2020

BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI



